PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO UTARAPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan

kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito
Utara perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Barito Utara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Barito pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Barito Utara;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Pembentukan Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan Perusahaan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2387 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang MlIlik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air
Minum;

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8
Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan
Daerah Air Minum;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito
Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendiriaan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Barito Utara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 3 Tahun 2005 (Lembar Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2005 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun
2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Barito Utara ( Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor S );

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2012
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah



(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor
26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara;

4. Bupati adalah Bupati Barito Utara;

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Utara;

7. Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM adalah Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara yang seluruhnya atau
sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;

8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik
berwujud uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang melekat
pada Pemerintah Daerah;

9. Penyertaan Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah yang semula menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dihitung sebagai modal daerah
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara;

10. Pemindah Tanganan adalah pengalihan barang milik daerah yang
dipisahkan sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah
Daerah;

BAB II
TUJUAN DAN PEMANFAATAN



Pasal 2

(1) Tujuan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito
Utara pada PDAM adalah dalam rangka pengembangan dan
peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito
Utara.

(2) Pemanfaatan dana penambahan penyertaan modal diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan
Penyertaan Modal ke dalam Modal PDAM sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima
Miliar Rupiah).

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) sebesar Rp. 23.745.597.798,76 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus
Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen).

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, maka jumlah penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar
Rp. 28.745.597.798,76 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh
Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen).

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam
APBD tahun Anggaran 2014.

(2) Jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI BARITO UTARA,
ttd
ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 6



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO

II.

UTARAPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014

PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang
dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial,
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut
merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan
bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga
dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib
administrasi dalam pengelolaan penyertaan modal.

Investasi langsung pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito
Utara berupa Penyertaan modal pemerintah daerah. Sebagai upaya
meningkatkan pelayanan penyelenggaraan air minum kepada masyarakat
perlu penambahan penyertaan modal daerah. Penambahan tersebut perlu
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang
penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Barito Utara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4



